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ABSTRAK 

 

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang 

menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam 

proses perencanaan pembangunan. Namun, dalam praktiknya partisipasi 

masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 

Kabupaten Pidie masih belum berjalan secara substantif. Kondisi ini ditandai 

dengan rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat, dominasi aktor tertentu dalam 

proses perencanaan, serta belum optimalnya akomodasi terhadap aspirasi 

masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis dinamika dan relasi antar aktor kebijakan dalam 

perencanaan pembangunan partisipatif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kabupaten 

Pidie. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori Good 

Governance UNDP (1997) yang mencakup indikator partisipasi, transparansi, 

akuntabilitas, penegakan hukum, keadilan dan inklusivitas, serta efektivitas dan 

responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika dan relasi antar aktor 

dalam Musrenbang masih belum seimbang, di mana aktor pemerintah dan tokoh 

tertentu cenderung lebih dominan dibandingkan masyarakat umum. Selain itu, 

transparansi dan akuntabilitas masih terbatas, inklusivitas belum optimal, serta 

responsivitas terhadap usulan masyarakat masih rendah. Faktor utama rendahnya 

partisipasi masyarakat meliputi kurangnya sosialisasi, dominasi aktor tertentu, 

rendahnya kepercayaan masyarakat, serta ketimpangan akses partisipasi antar 

kelompok masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

Musrenbang di Kabupaten Pidie belum sepenuhnya mencerminkan prinsip 

perencanaan pembangunan partisipatif yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan komunikasi, perluasan ruang partisipasi, serta peningkatan kepercayaan 

masyarakat agar perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih inklusif, responsif, 

dan berkelanjutan. 
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